BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental dan sosial.! Anak merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan
dari keberlangsungan hidup manusia. Dalam konstitusi Indonesia, anak
memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu
kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia.?

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional, hingga saat ini pun kasus COVID-19 masih terus ada.’ Pada masa

pandemi, angka jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga juga turut

! Rini Fitriani, 2016, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi
Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, hlm. 253.

2 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 40.

3 Sali Susiana, 2020, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19”, Info
Singkat, Vol. 12, No. 24, hlm. 14.



mengalami peningkatan. Data menurut Komnas Perempuan dari 390 kasus
kekerasan yang dilaporkan, dua pertiganya atau 213 kasus merupakan kasus
kekerasan dalam rumah tangga.*

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung
tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa
anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak
Anak.” Menurut data terakhir dari DP3A Kota Semarang, dari 1 Januari 2020
sampai dengan 25 Maret 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
ada 37 kasus. Rinciannya yakni penganiayaan anak terdapat 10 kasus,
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat 19 kasus, Anak
Berhadapan dengan Hukum (ABH) ada satu kasus dan terdapat lima kasus
kekerasan terhadap perempuan.®

Meningkatnya beban keluarga, stres, dan juga kesulitan ekonomi
memicu terjadinya konflik kekerasan dalam rumah tangga, terlebih di masa
pandemi saat ini kesulitan ekonomi yang paling banyak dirasakan. Dari
adanya kesulitan ekonomi tersebut menyebabkan banyak terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga dan salah satu yang menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga adalah anak itu sendiri.” Dampak bagi anak yang mengalami

kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat kehidupan anak menjadi

* Ibid.

> Safrina, 2010, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,
Jurnal Mecatoria, Vol. 3, No. 1.

¢ Tasropi, “Tiga Bulan Terjadi 37 Kasus Kekerasan”, Jawa Pos, 29 Maret 2020.

7 Sali Susiana, loc. cit. hlm. 15.



dibimbing dengan kekerasan, selain itu peluang terjadinya perilaku yang
kejam pada anak juga akan jauh lebih tinggi.® Anak dapat mengalami depresi,
dan anak dapat berpotensi melakukan kekerasan karena anak meniru perilaku
dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang
tuanya. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Kota
Semarang sudah seharusnya dapat menjamin dan memberikan solusi atas
tindak kekerasan yang semakin meningkat ini. °

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjelaskan, bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga
negaranya termasuk dalam perlindungan terhadap hak anak yang merupakan
hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini
mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18
tahun. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat
dikarenakan anak masuk dalam kategori kelompok yang rentan. Perlindungan
terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan
anak hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.'

Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk lembaga Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan

pelayanan melalui upaya-upaya pemenuhan hak terhadap anak korban

8 Emi Sutrisminah, 2012, ”Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan
Reproduksi”, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. 50, No. 2. Hlm. 1.

® Ibid.

10 Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
hlm. 23 dan hlm. 26.



kekerasan.! Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah Kota
Semarang dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang.'” Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan angka
kasus yang paling tinggi, hal ini mengapa sangat diperlukan adanya lembaga
yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan salah satu lembaga yang
tepat dalam menangani kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
atau kekerasan terhadap anak lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya tugas
serta fungsi lembaga tersebut yang berfokus terhadap perlindungan
perempuan dan anak serta adanya pembagian tugas dibidang pemenuhan hak
anak."

Berdasarkan beberapa hal tentang kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang telah diuraikan, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih

jauh mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

" Christi Silap, 2019, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam
Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Vol. 3, No. 3, hlm. 1.

12 DP3A Kota Semarang, “Tentang DP3A Kota Semarang”, Online, Internet.

13 Inas, Elita, Amiek Soemarmi, dan Sekar Anggun, 2017, “Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, him.
8.



Anak melalui penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Pemenuhan Hak

Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang pada

Masa Pandemi COVID-19”.

1.

. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak

korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19?

. Apakah faktor penghambat yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
dalam menjalankan perannya dalam memberikan pemenuhan hak terhadap
anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi

COVID-19?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak
terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi
COVID-19.

Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dan solusi yang

ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kota Semarang dalam menjalankan perannya dalam memberikan
pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada
masa pandemi COVID-19.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
kepustakaan dan bahan referensi hukum serta dapat memberikan kontribusi
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terlebih dalam
hukum perlindungan anak yang berfokus pada anak korban kekerasan
dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang.
2. Manfaat Praktis
a. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak
pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia serta dalam upaya
menjunjung pemenuhan hak kepada anak korban kekerasan dalam
rumah tangga.

b. Masyarakat



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta
tambahan pengetahuan kepada para mahasiswa terlebih bagi masyarakat
luas, terkait anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa
pandemi COVID-19 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 dengan
menggunakan metode pendekatan kualitatif di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Metode
kualitatif yaitu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti
atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang
kompleks." Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk
mengumpulkan data-data yang diperlukan guna memenuhi penelitian ini.
Untuk mendapatkan data dan informasi yang efektif dan sesuai
fakta, maka dalam penelitian pada peran pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga
pada masa pandemi COVID-19 ini penulis mengambil lokasi penelitian di

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

'Y Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15.



sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkompeten di bidangnya.
Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa narasumber
diantaranya terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang dalam hal ini diwakilkan oleh
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak serta Seksi Data dan Informasi.

. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat
deskriptif analitis, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian di
lapangan akan digambarkan serta dideskripsikan oleh penulis yang
berhubungan mengenai pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan
dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, metode
ini juga bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis

dan juga faktual.

. Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh
informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap anak korban
kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang.



4. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau
dari sumber asalnya dan belum diolah atau diuraikan oleh orang lain."

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari wawancara dengan:

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang;

2) Pendamping anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang yang pernah mendampingi anak
korban KDRT.

b. Data Sekunder
Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga
menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari studi pustaka, dengan cara menelaah buku-buku dan
perundang-undangan yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Dalam ilmu hukum sumber data sekunder dapat dikategorikan ke

dalam:'®

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan hukum yang

mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya konstitusi,

15 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik
Soegijapranata, hlm. 8.
' Ibid, him.7.



ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan yang menyangkut

dengan masalah yang diteliti. Berikut beberapa bahan hukum primer

yang akan digunakan penulis sebagai dasar penyusunan penulisan

skripsi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¢) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

h) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

10



)

k)

)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009
tentang Penyelenggaran Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Jender dan Anak;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang

akan digunakan dan erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum

primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisa dan

memahami bahan hukum primer.'” Bahan-bahan tersebut bisa berupa

karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, atau hasil seminar dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

'7 Ibid, him. 7.

11



3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang
dapat memberikan informasi atau melengkapi bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan
Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantu memperkuat
informasi tentang bahan primer dan sekunder.
5. Teknik Penyajian dan Analisa Data
Analisa data bisa disebut juga penafsiran dan pengolahan data.
Analisa data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,
sistematisasi, penafsiran serta verifikasi data agar karakteristik data
tersebut menjadi lebih mudah dipahami, dimengerti dan berguna menjadi
solusi bagi suatu permasalahan khususnya yang berhubungan dengan
penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik analisa data sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data
Untuk dapat mengumpulkan data dalam penelitian ini maka
harus dilakukan dengan cara mendatangi sumber informasi atau
observasi, melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan
data yang lengkap sesuai dengan penelitian yang dibahas.
b. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses memilah data dan pemusatan

data yang akan dipakai. Dari data yang diperoleh nantinya akan

12



dikumpulkan dan akan dipilih data apa saja yang dapat berguna dan
dijadikan pembahasan dalam penelitian.
c. Penyajian Data

Teknik penyajian data ini akan membantu penulis dalam hal
melihat keseluruhan gambaran dari hasil penelitian. Data-data yang
diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan disajikan dengan
cara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang dimana pada
setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan
terhubung secara sistematis sesuai dengan kerangka berpikir penulis.
Sistematika penulisan akan diuraikan secara terperinci seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.

BAB 1I TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang Peranan
Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak,
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang,
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Anak Sebagai Korban, Pengaruh Layanan

Korban pada Masa Pandemi COVID-19.
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang
pembahasan dari hasil penelitian mengenai peranan Peran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam
memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah
tangga pada masa pandemi COVID-19, serta mengetahui faktor penghambat
bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
menjalankan perannya dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak
korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian dan pembahasannya yang telah dipaparkan pada bab III.

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pemenuhan Hak
Terhadap Anak
1. Peran dan Peranan
Menurut Riady peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep

dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan
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peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan
berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan
sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan,
tabu, tanggung jawab dan lainnya), dimana didalamnya terdapat
serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing
dan mendukung fungsinya dalam menjalankan organisasi. Peran
merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun
besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.'® Hakekatnya peran
juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan
oleh suatu jabatan tertentu, maka kepribadian seseorang juga dapat
mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran juga dapat diartikan sebagai pola atau sikap yang diharapkan
bisa dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut
Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi dua yakni peran imperatif dan
peran fakultatif, yang didefinisikan sebagai berikut

Peranan imperatif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh

seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, sedangkan peranan

fakultatif merupakan hak setiap orang yang memiliki kedudukan

tertentu yang mana orang tersebut boleh melakukan ataupun tidak
melakukan peranan tersebut'®.

'8 Windasai, Mohammad Mas’ud Said dan Hayat, 2021, “Peran Pemerintah Daerah Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 3, hlm. 795.

' Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, hal. 20.
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Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam
suatu peristiwa. Dengan demikian, ketika seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan perannya, maka orang tersebut telah
menjalankan suatu peranan. Peranan dan peran saling tergantung satu sama
lain. Tidak ada peranan tanpa peran demikian pula sebaliknya.

2. Peran Pemerintah Daerah

Prinsip perlindungan anak wajib dijalankan oleh pemerintah daerah
sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Perlindungan
Anak. Salah satu prinsipnya yaitu memandang kepentingan terbaik bagi
anak.”® Hal ini bertujuan agar perlindungan anak akan dapat terus berlanjut
dan bisa menciptakan suasana yang baik bagi tumbuh kembang anak.

Peran Pemerintah Jawa Tengah terkait perlindungan hukum
perempuan dan anak telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Jender dan Anak.”
Tentunya hal ini semakin meyakinkan bahwa pemerintah daerah

mempunyai peran yang sangat penting dalam hal perlindungan anak.

2 Roza, 2018, “Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia”,
Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, hlm. 13.
*! Inas, Elita, Amiek Soemarmi, dan Sekar Anggun, loc. cit, him. 6.
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3. Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak
Kekerasan terhadap anak di Kota Semarang cukup tinggi, bahkan
Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus kekerasan
terhadap anak yang cukup banyak, untuk menanggulangi kasus kekerasan
kepada anak maka pemerintah Kota Semarang mengatur kebijakan tentang
perlindungan anak dari tindak kekerasan.”” Pemerintah Daerah Kota
Semarang telah membuat peraturan yang mengatur perlindungan terhadap
anak dari tindak kekerasan, peraturan itu diatur dalam Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Semarang juga
memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari adanya tindak
kekerasan sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan, yang berisi sebagai berikut:
a. Memberi Perlindungan Di rumah Aman (Shelter)
Menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindak Kekerasan menjelaskan rumah aman adalah “tempat tinggal

sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap

22 Nadia Ayu Mustikasari, 2020, “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di
Kota Semarang”, Journal Of Public Policy and Management Review, Vol. 9, No. 1, hlm. 1.
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korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.” Contoh
rumah aman yang terdapat di Kota Semarang adalah Pusat Pelayanan
Terpadu SERUNI.
. Memberikan Informasi Hukum Kepada Korban

Selain itu korban juga mendapatkan informasi hukum mengenai
perkembangan kasus, informasi mengenai putusan pengadilan, serta
informasi mengenai terpidana dibebaskan, hal ini tercantum dalam Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.
. Melakukan Pendampingan untuk Korban Sebagai Saksi Mulai Dari
Proses Penyidikan Hingga Putusan

Menurut Pasal 1 ayat (22) Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindak Kekerasan Pendampingan adalah ‘“segala tindakan berupa
konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna
penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.” dan menurut Pasal 12A
huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, LPSK adalah lembaga yang menjadi pendamping saksi ataupun

korban dalam setiap proses persidangan.
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d. Memberikan Perlindungan Hukum Secara Khusus Bagi Anak
Korban Tindak Kekerasan Dapat Dilakukan dengan Penunjukkan
Perwalian Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
Berlaku

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan wali adalah “orang
atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh
sebagai orang tua terhadap anak.” Perlindungan hukum secara khusus
bagi anak korban tindak kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan
perwalian yang diatur dalam Pasal 33 sampai 36 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang

Mengacu pada jumlah kasus kekerasan pada anak terlebih pada masa
pandemi COVID-19 yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota melalui
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan terlebih
korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak-anak.*
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan

dan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

2 Christi Silap, loc. cit. hlm 10.
% Inas, Elita, Amiek Soemarmi, dan Sekar Anggun, loc. cit. him. 6.
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